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ABSTRAK 

 

Perkembangan hukum yang terjadi di Indonesia telah menarik sebagian besar 

masyarakat, khususnya saat Pemerintah Indonesia menerapkan metode omnibus 

law pada tahun 2020 lalu, yaitu UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 

Cipta Kerja) yang saat ini telah dicabut dan digantikan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu 

Cipta Kerja). Salah satu sektor yang mengalami perubahan adalah sektor persaingan 

usaha khususnya terkait dengan sanksi berupa tindakan administratif atas terjadinya 

praktek monopoli. Ketentuan pada UU Cipta Kerja sebagaimana telah digantikan 

Perppu Cipta Kerja menyebabkan hilangnya nilai maksimum sanksi denda bagi 

pelaku usaha yang melakukan praktik monopoli. Penelitian ini merupakan 

penelitian hukum normatif dengan menggunakan sumber data sekunder melalui 

studi kepustakaan yang di analisis secara deskriptif kualitatif. Pendekatan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) juga 

menggunakan Pendekatan Kasus (Case Approach), yaitu suatu kasus yang telah 

menjadi putusan Majelis KPPU pada Putusan Nomor 04/KPPU-I/2021 mengenai 

Dugaan Pelanggaran Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Jasa 

Pengurusan Transportasi Pengiriman (Ekspor) Benih Bening Lobster. Berdasarkan 

terjadinya praktek monopoli tersebut, KPPU memutuskan PT Aero Citra Kargo 

tidak perlu membayar denda dikarenakan perusahaan tersebut tidak memiliki 

kemampuan untuk membayar denda. Penelitian ini akan menganalisis mengenai 

pembebasan pengenaan sanksi denda bagi pelaku usaha yang melakukan praktek 

monopoli serta kepastian hukum pengenaan sanksi denda terhadap pelaku usaha 

yang terbukti melakukan praktek monopoli. Hasil penelitian ini adalah KPPU dapat 

membebaskan sanksi berupa denda terhadap pelaku usaha yang melanggar praktek 

monopoli, serta sudah adanya aturan pelaksana dari UU Cipta Kerja sebagaimana 

digantikan Perppu Cipta Kerja yang mengatur lebih lanjut dalam pengenaan sanksi 

denda terhadap pelaku usaha yang melakukan praktek monopoli. 

Kata Kunci : Kepastian Hukum, Denda, Praktek Monopoli. 

 



 

 

x 
 

ABSTRACT 

The legal developments that have taken place in Indonesia have attracted the 

majority of people, especially when the Government of Indonesia applies the 

methods law to all in 2020, namely Law Number 11 of 2020 concerning Cipta Kerja 

which has now been revoked and replaced by Government Regulation in Lieu of 

Law Number 2 of 2022 concerning Cipta Kerja. One of sector that has changed is 

business competition sector in particular related to sanctions in the form of 

administrative actions for the occurrence of monopolistic practices. The provisions 

in the UU Cipta Kerja, which have been replaced by the Perppu Cipta Kerja, cause 

the loss of the maximum value of fines for business actors who carry out 

monopolistic practices This research is a normative legal research using secondary 

data sources through literature studies which are analyzed descriptively 

qualitatively. The approach in this research is the Statutory Approach (Statute 

Approach) also use the Case Approach (Case Approach), namely a case that has 

become a decision of the Commission Council on Decision Number 04/KPPU-

I/2021 regarding the Alleged Violation of Article 17 of Law Number 5 of 1999 

regarding Transportation Management Services for Delivery (Export) of Lobster 

Seeds.Based on the occurrence of these monopolistic practices, KPPU decided that 

PT Aero Citra Kargo did not need to pay a fine because the company did not have 

the ability to pay a fine. This study will analyze the exemption from the imposition 

of fines for business actors who carry out monopolistic practices and the legal 

certainty of imposing fines for business actors who are proven to have committed 

monopoly practices. The results of this study are KPPU can waive sanctions in the 

form of fines against business actors who violate monopoly practices, and there are 

implementing regulations for the UU Cipta Kerja as replaced by the Perppu Cipta 

Kerja which further regulates the imposition of fines against business actors who 

carry out monopoly practices. 
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